BUPATI SUMBAWA

- PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 10€ TAHUN 2017

TENTANG

JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN
KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

bahwa untuk memantapkan jadwal kerja perencanaan,
penganggaran dan pelaporan kegiatan Pemerintah
Kabupaten Sumbawa dalam rangka pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, perlu mengatur
jadwal kerja perencanaan, penganggaran dan pelaporan
kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
‘tentang Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2018; ‘

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655};

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



-

N

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

' Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

" dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)



Menetapkan

u

11.

12.

13.

14.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun

2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 626);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Sumbawa Tahun  2016-2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2016-2021;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL KERJA
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN
KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
2018.y



BAB 1|
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

A T o

N

Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Bupati adalah Bupati Sumbawa.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa

8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Kabupaten Sumbawa

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumbawa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka
menengah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 {satu} tahun.
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19.

20.

21.

22,

23.

25.

26.

27.

28.
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Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2018.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten
Sumbawa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Perangkat Daerah.

Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PA-Perangkat
Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 yang selanjutnya
disebut Jadwal Kerja adalah rencana jadwal kerja Pemerintah Daerah dalam
rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan daerah Tahun 2018.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut
Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Kehijakan Umum Ahggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut KU adalah dokumen yang memuat kebijjakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1

(satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan
DPRD.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2017 yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu} tahun anggaran berdasarkan RKPD
yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat.



29,

30.

31.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2017 yang selanjutnya disebut ILPPD adalah informasi atas
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun
anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Bupati kepada
masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2017 yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang
berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati
kepada DPRD.

Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya
disebut LPJ APBD adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang memuat laporan realiasasi

- anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

32.

Laporan Kinerja Tahunan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 yang
selanjutnya disebut LKjPD adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas
dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja
yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

BAB I
JADWAL KERJA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Jadwal Kerja dimulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31

Desember 2018.

(2) Jadwal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengesahan DPA Perangkat Daerah;

b. penetapan perubahan RENSTRA Perangkaf Daerah;

c. penyampaian LKPJ, LPPD dan ILPPD;

d. penyampaian LPJ APBD;

e. penyampaian LKjPD ;

f. pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
g. perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

h. perubahan APBD;

\ i. penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah; danl/
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j. penyusunan APBD.

(3) Matrik Jadwal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.-

Bagian Kedua
Pengesahan DPA Perangkat Daerah
Pasal 3

(1) Kegiatan pengesahan DPA Perangkat Daerah meliputi penyusunan, verifikasi
dan penetapan DPA Perangkat Daerah.

(2} Penyusunan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(3) Verifikasi DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh TAPD.

(4) Penetapan DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)
dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat pengesahan
Pejabat TAPD yang ditunjuk.

Pasal 4

Penyusunan, verifikasi dan penetapan DPA Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 selesai paling lambat minggu ketiga Januari.

Bagian Ketiga
Penetapan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah
Pasal 5

{1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Reviu RENSTRA Perangkat Daerah
paling lambat minggu ketiga Januari.

{2) Hasil Reviu RENSTRA Perangkat Daerah diverifikasi oleh Bappeda paling

lambat minggu keempat Januari.

(3) Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah dilakukan dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah setelah disahkan oleh Bupati paling lambat minggu
pertama Februari. V



Bagian Keempat
Penyampaian LKPJ, LPPD dan ILPPD
Pasal 6

(1) Kegiatan yang dilakukan sebelum penyampaian LKPJ, LPPD dan ILPPD
adalah penyusunan, pembahasan dan penetapan.

(2) Penyusunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim penyusunan
dokumen LKPJ, LPPD dan ILPPD yang dibentuk oleh Bagian Pemerintahan
Seketariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan bersama Perangkat
Daerah yang difasilitasi Bagian Pemerintahan Setda.

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 7
(1) Penyampaian LKPJ kepada DPRD paling lambat minggu keempat Maret.

(2) Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling

lambat minggu keempat Maret.

(3) Penyampaian ILPPD kepada masyarakat paling lambat minggu keempat
Maret. ' ‘

Bagian Kelima
Penyampaian LPJ APBD

Pasal 8
(1) Kegiatan yang terkait dengan penyampaian LPJ APBD meliputi :

a. penyampaian laporan keuangan tahunan oleh Pengguna Anggaran kepada
Bupati melalui PPKD; '

b. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah direviu

Inspektort oleh PPKD kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

c. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD;

d. penyampaian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja semester
/ pertama APBD tahun berjalan dan prognosis enam bulan berikutnya oleh
U-\ Pengguna Anggaran kepada PPKD; V



e. penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD tahun berjalan dan
prognosis enam bulan berikutnya oleh PPKD kepada Sekretaris Daerah
selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan

f. penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD tahun berjalan dan
prognosis enam bulan berikutnya oleh PPKD kepada Bupati.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut

a.penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Bupati melalui PPKD
dilaksanakan paling lambat minggu keempat Februari;

b.penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah direviu
Inspektorat kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan paling
lambat minggu keempat Maret;

c. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilaksanakan paling lambat minggu
keempat Juni;

d. penyampaian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja semester
pertama dan prognosis enam bulan berikutnya kepada PPKD dilaksanakan
paling lambat minggu pertama Juli;

e. penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
enam bulan berikutnya kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan paling lambat minggu kedua
Juli; dan

f. penyampaian laporan realisasi semester pertéma APBD dan prognosis
enam bulan berikutnya kepada Bupati dilaksanakan paling lambat minggu
ketiga Juli; dan |

Bagian Keenam
Penyampaian LKjPD

Pasal 9
(1) Kegiatan yang terkait dengan penyampaian LKjPD adalah sebagai berikut :

a. penyampaian LKjPD yang telah direviu Inspektorat oleh Kepala Perangkat
Daerah kepada Bupati melalui Bagian Organisasi dan Pendayagunaan
Aparatur Sekretariat Daerah; dan

b. penyampaian LKjPD oleh Bupati kepada Gubernur, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

/ Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
" \ Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. v
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(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dijadwalkan sebagai berikut :

a. penyampaian LKjPD yang telah direviu Inspektorat oleh Kepala Perangkat
Daerah kepada Bupati dilaksanakan paling lambat minggu keempat

Februari; dan

b. penyampaian Laporan Kinerja- Pemerintah Daerah oleh Bupati kepada
Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayvagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri dilaksanakan

paling lambat minggu keempat Maret.

Bagian Ketujuh

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 10

(1} Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan Tahun 2017 dan menyusun Laporan Pengendalian dan
Evaluasi Perangkat Daerah;

(2) Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah berupa laporan kinerja
interim Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah yang
dilampirkan dengan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah, dan laporan realisasi anggaran triwulanan (tiga bulan)
Perangkat Daerah;

(3) Penyampaian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan paling lambat minggu
pertama setelah triwulan berakhir.

(4) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda, Kepala
BPKAD, Kepala Bapenda bagi Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan
daerah dan Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah untuk
dianalisis.

(5} Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada
Bupati paling lambat minggu kedua setelah triwulan berakhir.

\ Bagian Kedelapan

Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD l/



Pasal 11

(1) Kegiatan yang terkait dengan perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017 adalah.

a. penyampaian substansi rancangan awal perubahan RKPD (hasil evaluasi,

arah kebijakan, kerangka ekonomi, program dan kegiatan prioritas) oleh
Kepala Bappeda, perkiraan perubahan pendapatan oleh Kepala Bapenda
dan perkiraan perubahaan pembiayaan oleh Kepala BPKAD;

. penyampaian rancangan awal perubahan RKPD dan pagu indikatif
Perangkat Daerah oleh Bappeda;

. penyampaian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala

Perangkat Daerah;

d. evaluasi rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala

Bappeda;

. pembahasan rancangan awal perubahan RKPD, pagu indikatif Perangkat
Daerah, perubahan pendapatan dan perubahan pembiayaan dengan
Badan Anggaran DPRD;
pembahasan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Komisi-Komisi
DPRD dalam rangka sinkronisasi dengan hasil reses DRPD;

. penetapan perubahan RKPD dan pagu definitif Perangkat Daerah dengan

Peraturan Bupati; dan

h.Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat

Daerah.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :

P S

L

a. penyampaian substansi rancangan awal perubahan RKPD (hasil evaluasi,

arah kebijakan, kerangka ekonomi, program dan kegiatan prioritas),
perkiraan perubahan pendapatan dan perkiraan perubahaan pembiayaan
paling lambat disampaikan pada minggu pertama Mei; ' '

. penyampaian rancangan awal perubahan RKPD dan pagu indikatif
Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu kedua Mei;

. penyampaian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah
dilaksanakan paling lambat minggu ketiga Mei,

.evaluasi rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat
disampaikan pada minggu keempat Mei;

. pembahasan rancangan awal perubahan RKPD, pagu indikatif, perubahan
pendapatan dan perubahan pembiayaan dengan Badan Anggaran DPRD
paling lambat disampaikan pada minggu Kedua Juni;
pembahasan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Komisi-Komisi
DPRD paling lambat disampaikan pada minggu ketiga Juni; V

10



g. penetapan perubahan RKPD dan pagu definitif Perangkat Daerah paling

lambat disampaikan pada minggu keempat Juni; dan

h. penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat disampaikan

pada minggu pertama Juli.

Bagian Kesembilan
Perubahan APBD

Pasal 12

(1) Kegiatan yang terkait dengan penyusunan dan penetapan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : |

a.

penyusunan rancangan awal RKA Perangkat Daerah Perubahan oleh
Kepala Perangkat Daerah;

penyusunan rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan oleh Kepala
Bappeda;

penyampaian rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan oleh Bupati
kepada Ketua DPRD;

pembahasan rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan;
persetujuan rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan ;

penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Perangkat Daerah Perubahan;

penyusunan RKA Perangkat Daerah Perubahan oleh Kepala Perangkat
Daerah;

penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan
oleh Bupati kepada Ketua DPRD;

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan;

penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan
yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD,
serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan
oleh Bupati kepada Gubernur untuk dievaluasi;

penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD Perubahan;

penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan

dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan

berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;

1
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m. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

APBD Perubahan; dan
verifikasi dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Perangkat Daerah.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :

a.

penyusunan rancangan awal RKA Perangkat Daerah Perubahan
dilaksanakan paling lambat minggu kedua Juli;

penyusunan rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan
paling lambat minggu keempat Juli;

penyampaian rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan kepada
Ketua DPRD dilaksanakan paling lambat minggu pertama Agustus;

. pembahasan rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan

paling lambat minggu kedua Agustus;

persetujuan rancangan KU Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan
paling lambat minggu kedua bulan Agustus; _

penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Perangkat Daerah Perubahan dilaksanakan paling lambat

‘minggu ketiga Agustus;

penyusunan RKA Perangkat Daerah Perubahan dilaksanakan paling
lambat minggu keempat Agustus;

penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan
dilaksanakan paling lambat minggu kedua September;

persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dilaksanakan paling lambat
minggu keempat September;

penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan yang
telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan kepada
Gubernur dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan
bersama sebagaimana dimaksud hurufi; '

penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD Perubahan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf i;
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan
berdasarkan hasil evaluasi Gubernur dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) P



hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf
k;

m. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
Perubahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf 1; dan

n. verifikasi dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah penetapan

sebagaimana dimaksud huruf m.

Bagian Kesepuluh
Penyusunan RKPD dan Renja PD

Pasal 13

(1) Kegiatan yang terkait dengan Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2018 adalah.

a.

penyampaian substansi rancangan awal RKPD (hasil evaluasi, arah
kebijakan; kerangka ekonomi, program dan kegiatan prioritas) oleh
Bappeda, perkiraan pendapatan oleh Bapenda dan perkiraan pembiayaan
oleh Kepala BPKAD;

penyampaian rancangan awal RKPD dan pagu indikatif Perangkat Daerah
oleh Kepala Bappeda;

penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat
Daerah;

pelaksanaan musrenbang kecamatan difasilitasi oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa;,

pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah difasilitasi oleh Kepal
Bappeda;

pelaksanaan musrenbang kabupaten difasilitasi oleh Kepala Bappeda;
penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat
Daerah; -

evaluasi rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Bappeda;
pembahasan rancangan awal RKPD, pagu indikatif Perangkat Daerah,
pendapatan dan pembiayaan dengan Badan Anggaran DPRD;

pembahasan Renja Perangkat Daerah dengan Komisi-Komisi DPRD dalam
rangka sinkronisasi dengan hasil reses DRPD;

penetapan Renja Perangkat Daerah dan pagu definitif Perangkat Daerah
dengan Peraturan Bupati; dan

penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. l/
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(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :

a. penyampaian substansi rancangan awal Renja Perangkat Daerah (hasil

evaluasi, arah kebijakan, kerangka ekonomi, program dan kegiatan
prioritas), perkiraan pendapatan dan perkiraan pembiayaan dilaksanakan

paling lambat minggu keempat Januari;

b. penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan pagu indikatif

Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Februari;

. penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu

kedua Februari;

.pelaksanaan musrenbang kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu

ketiga Februari;

. pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah dilaksanakan paling

lambat minggu keempat Februari;

. pelaksanaan musrenbang kabupaten dilaksanakan paling lambat minggu

akhir Maret;

. penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling

lambat minggu kedua April;

.evaluasi rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat

minggu keempat ketiga April;

i. pembahasan rancangan awal RKPD, pagu indikatif Perangkat Daerah,

pendapatan dan pembiayaan dengan Badan Anggaran DPRD dilaksanakan
paling lambat minggu pertama Mei;

i. pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Komisi-Komisi

DPRD dilaksanakan paling lambat minggu kedua Mei;

k.Penetapan Rencana Kerja Pemerarintah Daerah dan pagu definitif

Perangkat Daerah dilaksanakan setelah RKPD Provinsi ditet'apka.n; dan

l. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat

dua minggu setelah penetapan RKPD.

Bagian Kesebelas
Penyusunan dan Penetapan APBD

Pasal 14

(1) Kegiatan yang terkait dengan Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun

2\

Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. penyusunan rancangan awal RKA Perangkat Daerah oleh Perangkat

Daerah; ‘[
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b. penyusunan rancangan KU dan PPAS oleh Kepala Bappeda;

c. penyampaian rancangan KU dan PPAS oleh Blipati kepada Ketua DPRD;

d. persetujuan bersama rancangan KU dan PPAS;

e. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA
Pemerintah Daerah; '

f. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati
kepada Ketua DPRD;

g. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD;

h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah
mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD oleh Bupati
kepada Gubernur untuk dievaluasi;

i. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

j. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil
evaluasi Gubernur oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

k. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan

1. verifikasi dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Perangkat Daerah.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dijadwalkan sebagai berikut :

a. penyusunan rancangan awal RKA Perangkat Daerah dilgl_gsan'éi{an paling
lambat minggu ketiga Mei;

b. penyusunan rancangan KU dan PPAS dilaksanakan paling lambat minggu
keempat Mei,

c. penyampaian rancangan KU dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD
dilaksanakan paling lambat minggu kedua Juni;

d. persetujuan bersama rancangan KU dan PPAS dilaksanakan paling lambat
minggu keempat Juli;

e. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA
Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Agustus;

f. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD
dilaksanakan paling lambat minggu pertama Oktober;

g. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan

\ Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat minggu keempat November; v
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah
mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD oleh Bupati
kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf g;

i. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
paling lambat 15 {lima belas) hari kerja setelah penyampaian persetujuan

bersama sebagaimana dimaksud huruf g;

j. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil
evaluasi Gubernur dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterimanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf i;

k. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat
7 (tujuh) hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf j; dan

l. verifikasi dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat
Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan
sebagaimana dimaksud huruf k.

BAB III
PENGENDALIAN

Pasal 15

Pengendalian pelaksanaan setiap kegiatan, sehingga sesuai jadwal yang telah
ditetapkan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. ’
Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diselenggarakan rapat koordinasi pengendalian secara reguler paling sedikit
1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

Disamping pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat dilaksanakan rapat koordinasi pengendalian insidentil sesuai
kebutuhan.

Pasal 16

Pergeseran jadwal kegiatan dapat dilakukan apabila terjadi keadaan di luar

kendali masing-masing pelaksana kegiatan.

Penyesuaian akibat pergeseran jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tidak menyebabkan perubahan jadwal pada kegiatan

lainnya. §
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Deepes 291
/ BUPATI SUMBAWA, l/

AA_owr

M \\ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Desember 5017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
RASW{

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR

17



~3_ /
N

a1d pexrpu nied vep (dNy vegequisd [ese weBurous: weredueius]
ureieiqued weeqeqniad uremjiod tep waedupusd
werpgrad ueenyiod ‘o weeqnisd sumsqus weeduwmiusg
8107 unquy a4 vfusy neyuqniad Sep LNy wegeqnisd| o
Bpos
uetmSrequra
Seqey uep
epuodeg wredoy
‘avda eredey ,
‘vpaddeq eredey nedng vpedoy gJ-gJ41 eseue fevy ueredusiusg| ¢
ad epeday (ad-2d71) ad 1senjeng usp uerepnobusg welode] meedmeiuag| ¢
ad wreday wenndrequad ueeresyeod 1senfeas oep teepaeluad| 1
LI0%
we], ouunfueqmoed ULteyulad [WUNRAR 9vp mepmpuedoeg| &
Le8aN wreTe(] HajUap UEp ISenjoNy Isenuopey uep viefay smeredy
upenBedepuad Lae) [RUCISEN URUnSTG] W] THUUEoUASd
westredio uepey] bjedsy /lenorsey TEUNSUEqMo] UBHIROUAIS] TEAUS
‘Beg wpieg} “muragno epedoy YrIse( AULewad vlourn] weicdw] weredweluag
pedng epeday ad ereday
Qd ¥redod| gspo jeacnyadsu] Maadp e Bued g4 efisuny meiodet weredumAiuog
£10g unyey wfouiy modey epdaviveg| g
i
1 Midd Smeus) yrIsE( TeIMyBIad weBuwouwy umedmeiusd
| [an; 251 dd epeden yriow( gejuMeWs] Ueduuney trejody] ueeduresuag
d wrede)] @i mpepew pedng epedsy ] uelusnosy uetody) geredwreluag
L10Z ungel qgdv rd7 oupudwelaag] g
Lt Eana sl et | €
‘Bed ‘vpiog Jeqeressem spedoy (JJ1 veredumiinag
TeyEULIIma] z
‘Seg ‘wpieg muagny wpedsy (1447 ueredweiusg
UMEILaTSd 1
‘Beg ‘epos A epeden T teredmeius
LTOZ ungs) Gdd ‘il aep ddd] ‘4] wepedumineg| o
ad vreday "Qd VIISNRY uedmotiag
Epoddeq vredsy 'Od VIISN Iseqyiion
(d upeday Gd VALSNEY taasy
Od-VULENTH voqaquuey audnjened| g
Qd vreday ad vaq uedeieusd| ¢
JacyAl Od VA Beguen] g
ad eredsy Ad V4 ueumsniuad| 1
g10% TR, G V4] vegesednog| v
m@m& %%%ﬁ%wﬁﬁ%w% e

% Wbﬁ&ﬁﬁ@;ﬁﬁg

$10C NAHV VAVERNS NEIVAQEVH HVINTSONES

VIVIQ HVIVINH NVHOdVTEI Hvd HVEVDONVOMED ‘NyVAVONSIHE] VIHaY TVAave
. DMVINEL

L10T NAHVL HOWON

VAVEINS LLV: NVIn1Ivaad .
o KVHIIWVT : -, L
Sy . X L1 &.&rl,u.



(T IStoy -181mroy Uedusp (d wlusy weqaqiisd veswequeg
uegequuad negipyy nded ‘qiy rene weduesues ueseqeqmod

(1d ulusy uaBueouel 19anBAg
Cld Bittey teBusous: veredmeiuog

uayedngey Suequorsnm UBUERENBIS]

(4 wadungen Wiloy tueurseRg

Tejenresay foeq) T UetgsNEed

d sty uelnwuey veunsniusg

ad Jyepur nded uep O rase madoeote weredwresuag
THelerquxi

wmmirad vep trpedeposd veerniied ‘(DR Sumsqns ueredmeiusg
60T wtey, 3 wioey wep (L uuumsnioag

r——r ) ad vad(q wedejousd aep iseyyiiop
ey L, TaEqIed (19dV werequfuseg
Buerum pedng usinieiag weBusouey Hep UNBAIILRY (HJIV

Bume) yateu) menmelad velueouey weduepundusd uep wedmaus

ey . ~ . usyeqNIad (19dY
werequfitod Busyus nedng wwngeiey melusousy Uep TEERITLS
gdv 3usum qrised vennerad velusousy uswumdumaiusg

ey 51 ' uereqnIay GEJV Ueresqefuag fuesyue
npedng venyBiag veBowouEy Uep UBeqRIad qEdV Suelts) qereed
mImerad uedueouey deperie; mursqnn 1seEneas peety tedelsta

ey g . Inieqny epedsy URYRqILID]

(ddv uereqefusy Juwua nedng ueimsarsg weduecuw) epes ‘Qudd
" usp nedng areue vinesisq uenfaessed vepedepoow yere Suel
. Jady umeqnisd Sumua) erseg uemiersd medupotey usedureiusg
_ uBEqIIS,| (HIV SUmu TRIgB( TRIMIBI3J
TRBIENIRY IS (THA tep nedng elejue vawsieq Ueninesiad
mmeqriad qddv Sumus eiseq usimels] wefuesusy uemndmelusg
1 . wepeqruad dd VMY TEEnsnAuag

uaqeqnIsd Gd
VY wernsniued venoped Sueue nedng maIBrpE 18Ing UeyqIUSg

uBEgnIad SV id Uap vegeqiuad ) uedueoumal g—.ﬂu%&

ayaa
vpedsy UBRqIIL] SYdd Uep uvqeqiag Ny oeSueous: ueradueiuag

mMenISy SVJd Tep ueyeqiuad [ TeSneorel uwunsnitoog
weyeqnIag (4 Y [ess uebueoues uguneniosd
STO0T VI, ABdV uswgeqnied

ad eluey weeqnrad vadejonag
, Qad Jumgep nded Tep go waregnied medusray
} QHdQ 1sTmoy Istmoy usduop g4 efusy oeqeqnioad vwsegeqgarag
f q¥dq versdioy

<_ oapey meduap ussleiquad uegeqnisd uep veyedepusd tegugnsd
‘meqpm nded ‘g veyegqnaad reme medusonel TesBYBqTIad

(Id elusy veyeqnied ueduesun [senfeay
(d efuy weyeqnisd uelusousr ueredweiusg

EB vl e vl el XA




Penetepan perubahan RKPD dan pagu definitif FD

Penetapan perubahan Renja PD

Penyusunan dan Penetapan APBD 2019

Penyusunan rancangen awal RKA PD

Penyusunan rancangan KU dan PPAS

Penyampaian rancangan KU dan FPAS olsh Bupati kepada DPRD

Persetujuan bersama rancangan KU dan PPAS

Penerbitan Surat Edaran Bupat tentang Pedoman Penyusunan RKA
PD

Penyempaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada
DFRD

Persetujuan bersama antara Bupati dan DFRD

Penyampaian Rancangan Pereturan Daerah tentang APBD yang telah
mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Shari

Penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang APED dan Rancangan Peraturan Bupatl tentang
Penjabaran APBD

15 hari

Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan
hasil evaluasi Gubernur

e e

Thari

Penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang
AFBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran AFBD

7 hari

B, “>._.H SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL
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